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Abstrak
Sumber hukum perceraian menjadi aspek penting bagi Pengadilan Agama sebagai dasar memberikan putusan kasus perceraian dalam penegakan hukum acara di Peradilan Agama. Perbedaan dalam memutus perkara perceraian antara hukum Islam dan hukum positif yang berlangsung di lingkungan Pengadilan Agama menimbulkan adanya tumpang tindih hukum. Perceraian oleh masyarakat di kabupaten Sampang menggunakan dua cara, pertama dilakukan di hadapan pengadilan, dan beberapa masyarakat lain di kabupaten Sampang masih menggunakan Hukum Islam sebagai penyelesaian kasus perceraian mereka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sampang dalam menyelesaikan kasus perceraian  yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama untuk mengetahui akibat hukum dari penyelesaian perceraian antara hukum islam dan hukum positif yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Sampang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sampang dalam memutus perkara perceraian menggunakan landasan hukum Islam sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan pertimbangan yang diperoleh dari asas-asas hukum agama islam. Penelitian ini menjelaskan proses hukum acara perdata perceraian di pengadilan agama Sampang. Perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama Sampang tidak memiliki akibat hukum karena negara Indonesia dalam konteks perceraian menganut hukum positif
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Abstract
Sources of law divorce becomes important aspect for the religious as a base ruling the case in law enforcement event in religious court . Problematic difference in deciding a divorce case between Islamic law and positive law that took place in the Religious Court raises overlapping laws. Divorce by the citizen in Sampang City are used two ways, first settlement in the court, and several other citizen in Sampang City still use Islamic law as a settlement of their divorce case. This research is how the Religious Court of Sampang judges consideration in resolving a divorce case that was not settlement in Religious Court and is how the legal consequences the divorce settlement between Islamic law and positive law by the citizen in Sampang City. This research is law empirical research, this approach in this research used a qualitative approach with technique data collection used interview. This results suggests that the Religious Court Judge of Sampang City in decide a divorce case use Islamic law in accordance with article 49 of Law Number 3 years 2006 by considerations derived from the principles of Islamic religious law. This study describes the process of divorce in the civil procedure law Sampang religious court.. The divorce that settlement in front of the Religious Court of Sampang has no legal effect because Indonesia in the context of divorce adheres of positive law.











Negara Republik Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama. Bidang perkawinan dan perceraian di Indonesia aturan hukum disususn secara rasional hanya sebatas hubungan keperdataan tanpa disangkut pautkan dengan nilai ibadah dalam agama.​[1]​ Pekawinan merupakan hak asasi bagi setiap individu yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”​[2]​. Perkawinan secara lebih rinci dijelaskan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (atau selanjutnya disebut UU Perkawinan) sebagai ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.​[3]​
Pada masa sebelum pendudukan Kolonial Belanda datang ke Indonesia, hukum yang berlaku di bumi Nusantara adalah hukum adat dan hukum agama.Hukum agama Islam kewenangannya diatur langsung dibawah kewenangan para Sultan, dan hukum adat bagi penduduk yang bukan beragama Islam.​[4]​ Pada awal kedatangan Belanda tahun 1596 sampai kurun waktu yang cukup lama, Pemerintah kolonial Belanda mengakui dan menetapkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di Nusantara, yang meliputi hukum keluarga Islam, perkawinan, waris, dan waqaf. Sampai pada abad ke-18 VOC menyusun buku-buku hukum Islam agar digunakan para hakim untuk mendamaikan perkara.Pada abad ke-19 belanda mulai memberlakukan hukum tertulis dan mulai membatasi penggunaan hukum Islam di Nusantara. Hukum keperdataan mengenai waris, hibah, wasiat, perkawinan, diluar pulau Jawa dan Madura masuk dalam perkara Pengadilan Negeri.
Pada masa sebelum terbentuknya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, beberapa peraturan tentang perkawinan di Indonesia masih menggunakan peraturan lamaBurgerlijke Wetboek (atau selanjutnya disebut BW) peninggalan Belanda sebagai hukum Nasional. Digunakannya peraturan perkawinan dalam BW ini sebagai dasar hukum tertulis untuk memberikan hak-hak setelah adanya perkawinan. Meskipun pada saat itu dikenal hukum tidak tertulis yang berlaku seperti hukum perkawinan adat dan hukum perkawinan agama, belum ada peraturan khusus yang spesifik untuk dapat memberikan payung hukum terhadap perkawinan di Indonesia.Maka dikarenakan itu pada tanggal 2 januari 1974 diundangkanlah oleh pemerintah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan LN nomor 3019/1974  demi memudahkan pencatatan perkawinan oleh Negara.
Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 (1) memberikan keleluasaan bagi penganut agama untuk melangsungkan perkawinan menurut agamanya masing-masing.“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasing-masing agama dan kepercayaannya itu”.​[5]​Pemerintah menyadari ragamnya kepercayaan yang ada di Indonesia sangat majemuk, maka dari itu dalam masalah perkawinan Negara membolehkan penganut agama melakukan perkawinan yang sesuai dengan agamanya, akan tetapi pada pasal 2 (2) terdapat penegasan bahwa perkawinan yang sudah dilakukan menurut agama tersebut harus dicatatkan sesuai ketentuan undang-undang pemerintah yang berlaku.
Setelah seorang laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan, maka mereka secara langsung mereka terikat dengan hubungan hukum. Hal ini dikarenakan perkawinan sendiri adalah adalah persetujuan kekeluargaan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal. Hubungan tersebut didasarkan atas persetujuan diantara mereka dan dengan adanya hubungan itu mereka menjadi terikat. Ikatan perkawinan mengakibatkan adanya akibat hukum baik bagi suami ataupun istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan sebab adanya perkawinan itu diatur dalam pasal 30, 31 ayat (1) dan (2), 33, dan 34 ayat (1) dan (2) undang-undang no 1 tahun 1974. Harta yang diperoleh saat perkawinan disebut dengan harta bersama yang terpisah dengan harta bawaan sebelum perkawinan. Suami dan istri melakukan perbuatan hukum bersama terhadap harta kekayaan bersama sesuai dengan pasal 36 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974.
Sebab putusnya perkawinan disebutkan dalam pasal 38 undang-undang no 1 tahun 1974  Perkawinan dapat putus karena sebagai berikut. Kematian, perkawinan secara hukum secara otomatis putus, apabila salah satu suami atau istri telah meninggal dunia. Perceraian, perceraian adalah putusnya perkawinan disebabkan adanya permohonan dari salah satu pasangan suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan. Perceraian dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan tatacara perceraian didepan sidang diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri sesuai pasal 39 (3) undang-undang nomor 1 tahun 1974. Terakhir, Atas Keputusan Pengadilan. pengadilan dapat memberikan keputusan untuk perceraian apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
Alasan yang dapat di gunakan sebagai dasar perceraian, disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomer 1 tahun 1974. sedangkan dalam proses beracara di PA, diatur dalam pasal 65-88 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Perceraian dibedakan menjadi dua: cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat diajukan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami dengan caramengucapkan ikrar Talak.
Ikrar talak dijelaskan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.​[6]​ Talak suami dalam fiqih Islam dibagi menjadi 2 tinjauan. (Pertama) dilihat dari cara suami menjatuhkan talak, (kedua) dilihat dari boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya. Tata cara talak dilihat dari cara suami mengucapkan ikrar talak dibedakan lagi menjadi dua, (pertama) talak sunny pasal 121 KHI talak yang diikrarkan saat istri sedang suci. (Kedua) talak bid’i pasal 122 KHI talak yang diikrarkan dalam keadaan haid. Ditinjau dari boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya dibedakan menjadi dua, pertama talak raj’i pasal 118 KHI, talak ini suami berhak rujuk dengan istrinya sebelum masa iddah. Kedua talak ba’in pasal 119 dan 120 KHI, suami setelah mengikrarkan talak ini tidak diperbolehkan rujuk dengan istrinya.
Talak dalamsyariat fiqih Islam ucapan suami untuk memutuskan hubungan perkawinan yang diucapkan secara sadar, dengan kemauannya sendiri dan sehat akalnya, mengucapkan ikrar talak. Hak talak dalam Islam hanya untuk laki-laki, sedangkan bagi istri mereka tidak mempunyai hak mengikrarkan talak“setiap istri yang meminta cerai kepada Suaminya tidak dibolehkan,maka diharamkan bau harumnya surga” HR.  Ibnu Majjah.​[7]​ Seorang istri dalam islam apabila ingin meutuskan perkawinan terhadap suami, maka diperbolehkan mengajukannya kepada qodli/hakim agar dijatuhkan talak suami kepada dirinya.
Adanya perbedaan antara hukum nasional dengan hukum Islam dalam hukum kekeluarga ini mengakibatkan undang-undang nomer 1 tahun 1974 yang awalnya dibentuk untuk merangkul kepentingan perkawinan ummat Islam menjadi tidak efektif.Undang-undang nomer 1 tahun 1974 dalam menetapkan peraturan perkawinan memberikan keleluasaan menggunakan hukum agama seperti dalam pasal 2 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974,hal ini memudahkan ummat beragama melakukan pernikahan sesuai hukum agamanya, lalu mereka mendatangi kantor urusan agama yang berwenang untuk mendaftarkan pernikahannya agar sah menurut Negara. Namun tidak halnya dengan perceraian, Negara menekan pihak yang ingin melakukan perceraian agar ikrar talak diucapkan di depan pengadilan. Artinya apabila ada masyarakat yang melakukan perceraian dengan peraturan agama mereka, Negara tidak mengesahkannya.
Proses perceraian yang berbeda antara Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan hukum agama khususnya agama islam yang menjadi agama mayoritas mengakibatkan dalam pengimplementasiannya sangat sulit.Akibatnya berdampak pada akibat hukum yang dialami setelah perceraian itu sendiri susah untuk ditentukan. Akibat hukum yang pertama adalah putusnya hubungan hak dan kewajiban antara suami istri yang ada dalam pasal 30 sampai 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Akibat hukum kedua adalah akibat yang timbul sebab adanya perceraian itu sendiri yang dijelaskan dalam pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 sampai 152 KHI.
Penulis menemukan fenomenaperceraian yang kontradiktif dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di PA Sampang. Perceraian yang seharusnya dilakukan dengan tata cara sesuai pasal 65 Undang-undang nomor 50 tahun ternyata tidak dilaksanakan oleh masyarakat Sampang. Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113o08’ - 113o39’ Bujur Timur dan 6o 05’-7o13’ Lintang Selatan.​[8]​ Luas Kabupaten Sampang mencapai 123,333 km2 dengan jumlah penduduk 871.534 jiwa.​[9]​
Jumlah penduduk mencapai 884.204 jiwa yang tercatat di Kabupaten Sampang, agama islam menjadi agama mayoritas hingga mencapai 99,5%muslim atau sekitar 829.870 jiwa​[10]​. Orang Madura oleh kalangan luar sering dicitrakan sebagai masyarakat yang memiliki karakter kebudayaan agamaislam yang kuat. Citra ini tentu saja tidak bisa dilepaskan oleh faktor Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Madura. Masyarakat madura juga dikenal memiliki watak yang sangat kasar dan sulit dalam menerima peraturan tetapi sangat takut kepada para Ulama. Dampaknya bagi penduduk sampang, fatwa para Kyai dan menjadi pertimbangan untuk mememutuskan sesuatu tidak terkecuali dalam perceraian. Dalam kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Sampang, beberapa yang datang ke pengadilan ternyata bukan untuk melaksanakan proses persidangan sesuai Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi dalam dalil amar permohonan subsider yang diminta pemohon hanya ingin Hakim mengabulkan talaksatu Ba’in Sughra yang sudah diikrarkan dihadapan tokoh agama dan meminta surat keputusan sah bercerai.
Kabupaten Sampang memiliki kasus perceraian yang cukup tinggi, Ketua PA Sampang Syaiful Heja menyebutkan, sesuai data yang ada, terhitung sejak Januari hingga Desember 2014 jumlah kasus perceraian mencapai 954 kasus, 406 adalah cerai talak dan 548 cerai gugat.​[11]​ Data tersebut belum termasuk kasus-kasus perceraian yang dilakukan bawah tangan dan tidak didaftarkan atau tidak dilakukan di pengadilan agama, mengingat karakter Ke-Islaman masyarakat Sampang yang kental dan tradisional. Ini dapat dibuktikan  dari banyaknya Pondok Pesantren di Kabupaten Sampang pada tahun 2009 tercatat ada 275 pondok pesantren.​[12]​Jumlah bangunan masjid pada tahun 2013 sebanyak 1.061 dan 482 mushollah.​[13]​ Untuk menemukan data perceraian dibawah tangan yang dilakukan di Pondok Pesantren atau pemuka agama, Penulis melakukan pra-penelitian di Pondok pesantren yang lokasinya cukup strategis agar mendapatkan fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.
Pertama penulis melakukan observasi awal di pondok pesantren besar di tengah kota Sampang yaitu Ponpes Al-Hikmah kecamatan Sampang, dari observasi tersebut, Kyai pengasuh pondok pesantren membenarkan adanya pasangan yang datang melakukan perceraian di pondok pesantren asuhannya. Pasangan yang datang biasanya dari daerah sekitar pondok pesantren, alumni Santri pondok pesantren, keluarga dari para Santri, dan murid-murid dari kyai pengasuh pondok pesantren. Penulis juga menanyakan berapa seringkah pasangan yang datang meminta cerai? beliau menjawab “Sering, tapi tidak semuanya dari pasangan yang datang itu diceraikan kata sang Kyai”​[14]​
Observasi awal berikutnya penulis memilih pondok pesantren dengan suasana yang berbeda dari observasi awal pertama. Observasi awal kali ini dilakukan di daerah pinggiran kota Sampang yang jauh dari kota di pondok pesantren Al-Masyudiyah di dusun Apa’an desa Apa’an, pengasuh Kyai H. Achmad Rifa’i. dari penjelasan beliau, perceraian yang dilakukan oleh Kyai-kyai di Madura sudah wajar. Memang masyarakat Madura asal sah menurut islam ya sudah mereka tidak peduli dan mungkin tidak mau repot-repot ke Pengadilan Agama.​[15]​
Fenomena perceraian yang terjadi di Kabupaten Sampang ini mungkin bisa terjadi di daerah lain yang masih menganut ajaran agamaIslam yang masih kental. Maka Penulis membuat penelitian Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN KASUS PUTUSNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG YANG SEBELUMNYA SUDAH DILAKUKAN TALAK SECARA HUKUM ISLAM”

METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta - fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia​[16]​baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian ini mengacu pada perubahan-perubahan sosial di masyarakat sehingga adanya kesenggangan antara hukum yang masih berlaku dengan keadaan sosial yang ada.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah metode dengan mengungkap fakta-fakta secara mendalam melalui wawancara yang  dilakukan dengan informan yang terkait agar diperoleh informasi yang faktual yang sesuai dengan kejadian yang terjadi dilapangan, kemudian digabungkan dengan data yang lain dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sampang Jl. Jaksa Agung Suprapto no.86 Kecamatan Sampang sebagai lembaga penyelenggara peradilan Agama di Kabupaten Sampang.Penulis juga mencari data yang memperkuat penelitian dengan melakukan wawancara kepada beberapa Kyai pengasuh Pondok pesantren di Kabupaten Sampang yang bisa menambah informasi penulis tentang kasus perceraian yang tidak dilakukan Pengadilan Agama. Diantaranya Ponpes Al-Masyudiyah, Dusun Apa’an Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang. Dan Ponpes Al-Hikmah Jl Kerinci Nomor 28b Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis yakni bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Mengenai Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Wawancara. Bentuk wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara. Wawancara ditujukan kepadapetugas pencatatan perkara di Pengadilan Agama Sampang, Ketua Pengadilan Agama Sampang, Hakim yang memberikan putusan kasus ikrar talak perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan dan tokoh agama yang menceraikan pasangan Suami - Istri secara Agama.
Teknik Analisis ini merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif, maksudnya bahwa dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Gambaran Tentang Pengadilan Agama Sampang
Pengadilan Agama Sampang merupakan lembaga peradilan dibawahMahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam daerah Sampangyang menangani kasus mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto no.86 Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.Pengadilan Agama Sampang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara–perkara ditingkat pertama antara orang–orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
Tugas pokok Pengadilan Agama Sampang sebagai berikut, Pertama memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi. Kedua, Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. Ketiga, memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama. Keempat, Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukum nya apabila diminta. Kelima, memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam. Keenam, register akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya. Terakhir, melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum. agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
Daftar Ketua Pengadilan Agama Sampang yang pertama sampai dengan sekarang, dari data yang penulis peroleh di websaite resmi PA Sampang, jabatan Ketua Pengadilan Agama Sampang secara berurutan dijabat oleh, 1.KH. ZUBER Periode jabatan masih ditelurusi 2. KH. ZAYYADI Periode jabatan masih ditelusuri 3. Drs. H.M. YUSOEF CHOTIB, SH. Tahun 1976 – 1992 4. A. SOETIKNO ROZY, SH. Tahun 1992 – 1994 5. Drs. A. FAQIH SULAIMAN Agustus 1994 – September 2001 6. Drs. MUSTANJID AZIZ Juni 2002 – Agustus 2004 7. Drs. HIDAYAT KUSFANDI, SH Agustus 2004 – Januari 2006 8. Drs. HIDAYAT, SH. Januari 2006 S.D 2008 9. Drs. H. NANANG FAIZ 2008 S.D 2010 10. Drs. H.  MOH. KHAZIN  2010 s/d 14 Agustus 2012 11. Drs. H. SYAIFUL HEJA, MH sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d sekarang.
Pengadilan Agama Sampang memiliki visi dan misi sebagai berikut, Visi untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Misi  Pengadilan Agama Sampang yakni 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.​[17]​

  Kasus Perceraian Yang Diajukan ke Pengadilan Sampang
Data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Sampang tentang adanya perkara perceraian yang dilakukan dengan menggunakan hukum islam, sebelum akhirnya diajukan di pengadilan dapat ditinjau dari putusan dari Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor putusan 0129/Pdt.G/2015/PA.Spg. Dalam putusan itu menyatakan bahwa salah satu pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan cerai gugat tersebut adalah pemohon (mantan istri) merasa sudah diceraikan termohon (mantan suami) secara hukum islam. Berdasarkan putusan tersebut, ternyata di kabupaten Sampang, terdapat kasus perceraian yang ikrar talaknya tidak di ikrarkan di persidangan.
Peristiwa talak yang di ikrarkan tidak di Pengadilan Agama Sampang ini dibenarkan oleh Bapak Luthfi selaku pegawai bagian pintu pertama yang memiliki tugas memeriksa surat-surat permohonan dari calon pemohon yang ingin mengajukan permohonan cerainya di Pengadilan Agama Sampang. Beliau menyatakan bahwa “Di Madura (Sampang) biasanya perceraian itu dilakukan di kyai desa semacam muddin kalau di daerah kota besar, ada juga yang melakukan perceraian di Klebun.” (Klebun dalam masyarakat Madura adalah kepala desa). Hal ini dilakukan oleh masyarakat di madura karena masyarakat menilai seorang tokoh agama atau tokoh desa dapat menyelesaikan permasalahan mereka dalam perkara perceraian.
Berdasarkan keterangan dari Bapak Luthfi, Pengadilan Agama Sampang memang sering menerima kasus permohonan cerai yang ikrar talaknya sudah pernah diucapkan diluar pengadilan didepan kyai. Bapak Luthfi juga mengatakan “Masyarakat madura memiliki karakteristik agama yang kuat, hal itu menjadi faktor yang menjadikan masyarakat Sampang memiliki sifat luhur yang patuh pada para Kyai dan sesepuh desa”. Disinggung mengenai sesering apa Pengadilan Agama Sampang mendapati permohonan kasus perceraian yang talaknya sudah diikrarkan di hadapan kyai, hingga akhirnya baru di ajukan permohonan atas perceraian itu di pengadilan, pak Luthfi mengungkapkan tidak semua masyarakat Madura mengucapkan ikrar talaknya dihadapan kyai, hal itu juga dipengaruhi dari faktor pendidikan dan faktor lingkungan sosial pasangan suami – istri tersebut.
Alasan bagi mantan suami atau mantan istri untuk mengajukan permohonan perceraian mereka di pengadilan, setelah mereka melakukan talak dengan hukum islam biasanya disebabkan karena salah satu pihak merasa kebingungan saat diminta akta cerai ketika akan melakukan pernikahan lagi. Di sekitar pengadilan juga ada orang-orang LSM yang akan membantu pihak-pihak untuk berperkara di Pengadilan Agama. tetapi Bapak Luthfi menyayangkan karena pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sampang dan orang-orang dari LSM di sekitar sini seperti sama-sama tidak tahu hukum.Bahkan beliau juga pernah bertemu dengan anggota LSM, ternyata orang tersebut berprofesi sebagai tukang becak di daerah dekat rumah mertua beliau.

  Kewenangan Pengadilan Agama Sampang Dalam Menangani Kasus Pengucapan Ikrar talak yang sudah dilakukan diluar sidang pengadilan
Lembaga Peradilan Agama menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama Sampang adalah lembaga peradilan dibawah naungan Mahkama Agung yang memiliki fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara khusus bagi orang-orang yang beragama Islam.
Bapak Syaiful Heja selaku Ketua Pengadilan Agama Sampang memberikan penjelasan bahwa putusnya perkawinan bagi orang islam yang disebabkan karena perceraian adalah kewenagan absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ketika dikaitkan dengan kasus percerianan yang talaknya sudah pernah dilakukan secara hukum agama islam tanpa melalui proses persidangan, beliau mengatakan, selama masih dalam kompetensi absolute dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sampang, semua permohonan kasus perceraian di Pengadilan Agama Sampang wajib mendapatkan putusan dari pengadilan, baik kasus perkara perceraian biasa maupun perceraian yang sudah pernah dilakukan dengan hukum islam. Hal ini sesuai dengan asas di pengadilan agama, hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh menolak perkara. (pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama).
Pemaparan Bapak Heja tersebut menjelaskan alasan Pengadilan Agama Sampang Menerima permohonan kasus perceraian yang talaknya sudah pernah diikrarkan dihadapan kyai tanpa proses persidangan. Salah satu pertimbangan beliau adalah permohonan harus memenuhi persyaratan; A. Pihak berperkara beragama islam atau saat melakukan perkawinannya menggunakan hukum islam. B. Gugatan memiliki dasar hukum yang cukup jelas. C. Masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Dokumen permohonan gugatan memiliki kelengkapan unsur-unsur dalam gugatan dan administrasi
Salah satu asas yang berlaku di Pengadilan Agama dalam memberikan putusan adalah Pengadilan Agama harus memutus suatu perkara dengan berpedoman kepada hukum agama islam (asas ketuhanan). Bapak Heja menjelaskan ketika terdapat permohonan perceraian yang dalil posita dari permohonan itu menyatakan sudah pernah mengucapkan ikrar talak secara hukum agama islam, pengadilan bolehmenerima dalil posita permohonan tersebut. Dalam proses persidangan yang berjalan, nanti majelis akan mencari fakta-fakta tentang ikrar talak itu sehingga dapat digunakan pertimbangan oleh majelis sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Pernyataan dari Ketua Pengadilan Agama Sampang berbanding lurus dengan pernyataan oleh Bapak Ismail.,S.Ag.,M.Hi selaku Hakim Pengadilan Agama Sampang. Beliau mengatakan; dalil posita pemohon yang menyatakan pasangan tersebut pernah melakukan perceraian dengan hukum islam dapat dijadikan pertimbangan majelis untuk memberikan putusan hanya apabila dapat dibuktikan dalam persidangan. Bapak Ismail sendiri adalah salah satu anggota majelis yang ikut memutuskan perceraian dengan pertimbangan pasangan itu sudah cerai sesuai hukum islam, dalam putusan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor putusan 0129/Pdt.G/2015/PA.Spg.

	Proses Beracara Perceraian Yang Talaknya Sudah Diikrarkan Bukan Di Depan Pengadilan
Berdasarkan keterangan dari Bapak Ismail, proses beracara di Pengadilan Agama bersumber dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bahwa terkait dengan adanya temuan fakta kasus perceraian yang dilakukan dengan menggunakan Hukum Islam dihadapan kyai tanpa melalui proses persidangan di kabupaten Sampang, Bapak Ismail menyatakan talak yang diucapkan di hadapan Kyai, Ustad, Tokoh Agama, sudah sah menurut hukum Islam, sedangkan menurut hukum positif, talak yang diikrarkan tidak dalam sidang pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu, pasangan yang akan bercerai di Pengadilan Agama Sampang, baik yang mengaku pernah mengucapkan ikrar talaknya dengan hukum Islam ataupun yang belum pernah mengucapkan talak, baik berupa kasus kontentius maupun beupa kasus voluntair prosesnya tetap diperlakukan sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara singkat, proses persidangan perkara putusnya perkawinan di Pengadilan Agama sebagai berikut: A Sidang pertama usaha perdamaian. B Sidang kedua pembacaan gugatan. C Sidang ketiga jawaban tergugat. D Sidang keempat replik penggugat. E Sidang kelima duplik tergugat. F Sidang keenam pembuktian oleh penggugat. G Sidang ketujuh pembuktian oleh tergugat. H Sidang kedelapan kesimpulan para pihak. I Sidang kesembilan pembacaan putusan
Tahapan diatas bisa bersifat lebih lama tergantung dari pembuktian persidangan dan kesiapannya maupun kehadiran para pihak yang berperkara. Apabila dalam sidang pertama hakim dapat mendamaikan para pihak, maka gugatan perceraian dicabut.
	Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan menjatuhkan putusan perkara kasus perceraian yang ikrar talaknya sudah diucapkan bukan di depan sidang pengadilan
Menurut Bapak Ismail, majelis dalam menjatuhkan putusan paling utama berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang dapat dibuktikan dengan temuan fakta-fakta dalam dipersidangan. Hakim juga dapat menginterpretasikan kasus sesuai dengan kemampuan hakim untuk menafsirkan temuan baru dalam persidangan. Menurut Bapak Ismail, Pengadilan Agama Sampang sebagai lembaga penegakan hukum materiil keperdataan, khususnya dalam perceraian, tidak mengingkari dengan adanya perbedaan antara Hukum Islam dan hukum positif. 
Landasan hukum materiil yang dapat digunakan rujukan untuk menyelesaikan kasus perkara putusnya perkawinan di pengadilan agama adalah; A Hukum islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist. B Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. C Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tantang Kompilasi Hukum Islam (KHI). D Yurisprudensi. E Ilmu pengetahuan dan doktrin hukum fiqih dalam kitab-kitab fiqih islam.
Hukum fiqih islam di lingkungan Pengadilan Agama secara subtansial digunakan sebagai salah satu landasan untuk memberikan putusan dalam memutus suatu perkara oleh majelis, tetapi tidak semata-mata majelis mengindahkan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pihak berperkara mendapatkan kepastian hukum dan legalitas oleh negara.
Bapak Ismail sendiri sebagai seorang muslim menyetujui bahwa perceraian walaupun talaknya dilakukan diluar pengadilan, hukumnya sudah sah secara Agama Islam. Namun sebagai soarang hakim, beliau tetap berpedoman pada peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan kasus dalam hukum acara perceraian tersebut di pengadilan. Bapak Ismail mengatakan persidangan sangat penting dilakukan untuk mencari bukti apakah perceraian yang dilakukan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum Islam. Apabila ternyata dalam fakta persidangan ditemukan bahwa suami sudah menceraikan istrinya dengan ikrar talak yang sah sesuai ketentuan syarat dan rukun talak secara agama islam, dan oleh majelis dari perceraian itu suami dan istri tidak dapat di satukan kembali, maka majelis akan mempersilahkan suami mengucapkan ikrar talaknya kembali dalam persidangan.
Bapak Ismail menjelaskan bahwa syarat sahnya talak dalam ajaran fiqih islam, yaitu harus memenuhi 4 Faktor utama;
Pertama, dalam pengucapannya suami dan istri sama-sama dalam kondisi sadar tidak gila, tidak sedang mabuk dan diucapkan dengan niat mengikrarkan talak bukan dalam keadaan bergurau. Kedua, mengikrarkannya dengan kehendak sendiri tidak dalam paksaan orang lain. Ketiga, bahasa pengucapan talak dengan menggunakan kalimat yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak dan harus bermakna talak yang jelas. Keempat, Istri tidak sedang dalam masa haid atau hamil. dan tidak boleh di talak setelah suami menggauli istri.
Beliau mengatakan asal memenuhi 4 kreteria tersebut, maka secara agama islam, sudah putus perkawinannya.

	Akibat yuridis perceraian yang dilakukan secara hukum islam dan akibat yuridis perceraian yang dilakukan di pengadilan agama
Berdasarkan pemaparan dari Bapak Ismail terkait bagaimana akibat hukum dari dua sisi cara perceraian yang dilakukan masyarakat di kabupaten Sampang, beliau mengatakanjika ditinjau dari sisi perlindungan hukum memang perceraian dipengadilan adalah hal terbaik yang harus dilakukan bagi pasangan suami–istri yang akan melakukan perceraian. Tetapi secara kodrat sebagai manusia beragama Islam, Bapak Ismail tidak bisa menolak perceraian yang ikrar talaknya diucapkan tidak melalui persidangan. Masing-masing perceraian itu adalah sah dan memiliki akibat dari sisi peraturannya masing-masing.
Berbeda kitab fiqih hukum islam dengan kitab-kitab yang digunakan oleh hukum positif di pengadilan agama. Walau memiliki asas pengadilan harus memutus perkara dengan dasar hukum agama islam, di lingkungan Pengadilan Agama memiliki literatur kitab fiqih sendiri yang telah ditetapkan oleh kementrian agama dan dirumuskan dalam KHI. Bapak Ismail menjelaskan fiqih bukanlah sebuah aturan syariat dalam islam yang penerapannya dari zaman nabi sampai nanti akhir zaman harus sama. Bapak Ismail juga menambahkan fiqih di masing-masing Negara bahkan dalam sekala wilayah perwilayah kemungkinan tidak sama. Fiqih adalah hukum tafsir yang disepakati oleh para ahli fiqih dan digunakan untuk suatu hal tertentu yang berlaku di daerah tertentu pula.
Bapak Ismail mengatakan, bahwa kitab fiqih yang disepakati dan ditetapkan oleh kementrian agama yang digunakan di lingkup Pengadilan Agama adalah fiqih yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini didasari dari tujuan hukum islam yaitu agar terciptanya kemaslahatan sesama ummat beragama islam. Mengingat pada zaman sekarang terdapat perbedaan kualitas ummat Islam saat ini dengan ummat islam terdahulu, khususnya dalam hal ini adalah hukum mengenai talak. Bagi ummat Islam sekarang apabila tidak dilakukan upaya pencatatan perceraian, maka talak akan banyak disalah gunakan oleh satu pihak sehingga pihak lain dirugikan. KHI dirumuskan sebagai standart acuan di Pengadilan Agama agar melindungi hak-hak para pihak dalam kasus perceraian bagi orang islam. Konteks KHI tidak menyimpang dari hukum fiqih klasik, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Makanya tergantung dari pasangan yang bercerai itu mau dinyatakan sah hanya secara Agama sesuai fiqih klasik, atau ingin mendapatkan kepastian oleh Negara melalui Pengadilan Agama yang menggunakan landasan KHI.
Akibat hukum dari talak yang tidak dilakukan di pengadilan sebenarnya sudah ada dalam hukum fiqih Islam klasik, missalnya masa iddah, kewajiban suami dalam memberikan nafkah uang untuk mantan istrinya, hak asuh anak, hingga yang bertanggung jawab atas masa depan anak. Menurut Bapak Syaiful, pertanggung jawaban atas perceraian yang dilakukan secara hukum islam ini lebih berat, karena berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Namun Bapak Syaiful menjelaskan kelemahan dari talak yang tidak dilakukan di pengadilan ini bila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajiban atas perceraiannya maka pihak yang dirugikan tidak bisa mempertahankan haknya secara hukum negara.
Akibat hukum perceraian yang dilakukan melalui proses persidangan dimuat pada pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
Pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
Kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak tidak dalam kenyataannya tidak mampu dalam memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.
Akibat hukum perceraian yang dilakukan melalui proses persidangan juga dijelaskan dalam pasal 149-162 KHI.
Bapak Syaiful menjelaskan Akibat hukum dari perceraian yang dilakukan di pengadilan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Bukti salinan putusan dari pengadilan dapat dipergunakan untuk melaporkan apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan perintah yang sudah desetujui dalam putusan. Anak hasil perkawinan mereka juga akan lebih dilindungi oleh hukum baik secara administratif status orang tuanya, dan hak untuk memperoleh pendidikannya dimasa mendatang.

Pembahasan
Proses Beracara Dan Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Putusnya Perkawinan Yang Dimohonkan Kepada Pengadilan Agama Sampang, Bilamana Perceraian Tersebut Sudah Dilakukan Sebelumnya Diluar Sidang Pengadilan Dengan Menggunakan Hukum Agama Islam
Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Sampang pada dasarnya menggunakan pedoman sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sumber hukum yang dapat digunakan sebagai landasan hukum acara Pengadilan Agama dalam kasus putusnya perkawinan antara lain: Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah dibidang perkawinan, perwakafan dan kewarisan. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi.
Proses hukum acara dari persidangan kasus perceraian yang sebelumnya perkawinan tersebut sudah putus melalui proses talak sesuai dengan hukum islam, tetap dilangsungkan hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil-dalil posita dari penggugat yang menyatakan bahwa pasangan tersebut sudah melakukan perceraian harus dibuktikan dipersidangan. Proses untuk kasus perceraian yang ikrar talak sudah dilakukan menggunakan hukum islam ini memang dalam pembuktian kasusnya lebih mudah, dikarenakan kedua mantan suami dan istri sudah sudah merelekan kesediaannya untuk bercerai dipengadilan, sehingga jarang sekali ditemukan kesulitan dalam pembuktiannya. Upaya proses mendamaikan pasangan suami - istri sebagai kewajiban Hakim juga masih tetap ditawarkan oleh hakim, sesuai dengan ajaran agama islam dan asas Pengadilan Agama (pasal 65, 82 UU No. 7/1989) namun biasanya kasus-kasus seperti ini kedua pasangan tersebut bersikukuh bahwa mereka telah bercerai.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, Pengadilan Agama Sampang menganggap talak yang di ucapkan tidak di depan persidangan dianggap tidak berlaku walaupun oleh pemohon dituliskan sebagai dalil posita dalam permohonannya. Oleh karena itu pengadilan sebagai lembaga penegak hukum formiil memproses perkara tersebut seperti perkara permohonan perceraian biasa.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa tahapan proses persidangan perkara perceraian yang talaknya sudah dilakukan dihadapan kyai dengan menggunakan hukum islam tanpa melalui proses persidangan dibandingkan dengan perkara perceraian biasa adalah sama. Adanya perbedaan dari dua kasus tersebut hanya terletak pada saat berlangsungnya proses persidangan. Ada dua perbedaan yang paling mencolok dari kasus tersebut;
Upaya perdamaian dan proses mediasi jarang sekali berhasil menemukan titik temu. Alasan karena pasangan tersebut telah sah bercerai sesuai hukum agama islam adalah faktor penyebab sering tidak berhasilnya upaya ini dilakukan oleh majelis.
Replik dan Duplik dalam kasus perceraian yang ikrar talak sudah dilakukan dengan hukum islam diluar pengadilan, jarang dilakukan. Setelah pembacaan surat jawaban dari termohon, hakim menawarkan kepada pemohon untuk menanggapi jawaban tersebut, dan dalam kasus seperti ini jarang sekali pemohon menggunakan hak replik yang ia punya.
Dalam hal menjatuhkan putusan kasus perceraian yang ikrar talaknya sudah diucapkan diluar pengadilan, sebagaimana tercantum dalam asas putusan harus disertai alasan dasar hukum dan alasan-alasannya sehingga putusan itu dijatuhkan (pasal 62 (1) UU No. 7/1989) tentu hakim menggunakan peraturan Perundang-undangan yang terkait permasalahan sebagai dasar hukum. Yang diperkuat dengan peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis baik berupa hukum agama islam maupun hukum tidak tertulis lain yang oleh majelis dinilai mampu untuk memberikan keadilan bagi para pihak.
Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan melalui persidangan. Majelis juga bebas menafsirkan  perkara sesuai sumber-sumber dan metode penafsiran yang dibenarkan. Bebas dari campur tangan orang lain, bebas dari paksaan atau rekomendasi (pasal 5 (3), pasal 12 (2) dan pasal 53 (4) UU No. 7/1989). Oleh sebab itu, dalam memutus kasus perceraian yang ikrar talaknya sudah diucapkan diluar pengadilan, yang harus dibuktikan adalah mengenai syarat-syarat sah talak menurut hukum agama islam yang telah dilakukan tersebut. Sehingga tidak ada suatu halangan yang menjadikan talak itu batal.  Apabila hakim sudah yakin bahwa perkawinan suami – istri tersebut sudah putus atau antara pemohon dan termohon sama-sama menghendaki putusnya perkawinan, maka hakim akanmenjatuhkan putusan bahwa perkawinan tersebut sudah putus dan oleh sebab itu, hakim menghendaki suami mengucapkan ikrar talaknya kembali di depan persidangan.

Akibat Yuridis Dari Perceraian Yang Dilakukan Sadar Hukum Dan Akibat Yuridis Perceraian Yang Dilakukan Di Pengadilan Agama
Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, dalam hal putusnya perkawinan dengan perceraian diatur dalam sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian dalam pasal 66 (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dijelaskan “seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak” pada penjelasan lainnya dalam pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, perceraian sah apabila dilakukan didepan sidang pengadilan. oleh sebab itu, perceraian yang memiliki akibat yuridis, secara perundang-undangan hanya perceraian yang dilakukan melalui proses persidangan. Beberapa akibat yuridis setelah putusnya perkawinan yang dilakukan di persidangan dalam pasal 41 undang-undang no 1 tahun 1974 meliputi:
Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member keputusannya.
Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
Mewajibkan bahwa mantan suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Tidak ada akibat yuridis dari perceraian yang talaknya dilakukan diluar sidang pengadilan. Oleh sebab itu, negara menganggap perkawinannya masih belum putus. Akibat dari perceraian yang talaknya dilakukan dengan hukum Islam dibedakan berdasarkan jenis pengucapan ikrar talaknya. Hal ini disebabkan dalam hukum fiqih islam, jenis talak dibedakan dengan sangat detail. Namun secara garis besar menurut hukum fiqih islam setelah talak di ucapkan suami, maka mantan suami dan mantan istri sudah terlepas dari ikatan perkawinan. Dari keduanya  apabila mempunyai anak hasil pernikahan itu, maka keduanya berkewajiban dalam pemeliharaan person si anak yang belum dewasa (aidhonah) yang meliputi pemeliharaan jasmani, tempat tinggal, pendidikan, penghayatan agamanya, memberikan kasih sayang dan simpati perhatian dalam perkembangan anak. Mantan suami dan mantan istri juga berkewajiban menjaga harta kekayaan anak untuk kepentingan-kepentingannya (wilayat al-mal).
Pertanggung jawaban dari perceraian yang dilakukan secara agama islam tanpa melalui proses persidangan adalah hanya kepada Tuhan, kepada agamanya dan bisa kemungkinan memiliki pertanggung jawaban kepada lingkungan sosialnya karena agama islam menjadi agama mayoritas di masyarakat Sampang. Pasangan yang melakukan perceraian dengan menggunakan hukum islam tanpa melalui persidangan juga akan kesulitan secara administratsi apabila mereka akan melakukan perbuatan hukum yang lainnya misalnya untuk melangsungkan pernikahan yang baru dan lain-lain.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan, yang telah diuraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagaimana berikut.
Bahwa proses beracara di Pengadilan Agama Sampang untuk kasus perceraian yang pengucapan ikrar talak sudah pernah dilakukan dengan menggunakan hukum agama Islam di luar persidangan oleh Pengadilan Agama Sampang diperlakukan sama seperti kasus perceraian biasa sebagaimana amanat dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Peradilan agama adalah lembaga pengadilan yang dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum agama Islam, sebagaimana asas yang ada diperadilan agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006. Hakim dalam pelaksanaan asas keislaman ini untuk memutuskan kasus perceraian yang talaknya diluar pengadilan, sebagai acuan dasar pertimbangan adalah hukum al-quran, hadist, dan kitab-kitab fiqih islam. Dalam lingkup Pengadilan Agama, kitab fiqih islam dirumuskan menjadi buku kompilasi hukum islam (KHI) yang ditetapkan oleh Negara berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991.
Akibat yuridis perceraian yang dilakukan dengan cara hukum agama islam tanpa melalui proses persidangan adalah tidak ada. Negara tidak mengakui adanya perceraian tersebut sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sedangkan akibat yuridis sebab perceraian yang dilakukan di pengadilan agama, sudah jelas tercantum dalam pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada memberikan beberapa penafsiran dalam pertimbangan sebelum memberikan amar putusannya. Pertama, penafsiran atau interpretasi terhadap norma Pasal 7 huruf g yang berbeda dengan penjelasan Pasal 7 huruf g. Kedua, Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Ketiga, penafsiran MK terhadap putusan terdahulu yakni pada amar putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Kata”dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Terdapat metode penafsiran yang digunakan oleh Majelis Hakim MK yakni penafsiran restrktif dan penafsiran harfiah serta interpretasi fungsional yang selaras untuk dapat memberikan putusan atas norma sebuah pasal yang diajukan dalam pengujian materiil terhadap UUD NRI 1945.
Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 memberikan implementasi pada prakteknya. Pertama, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 membuat permasalahan baru terhadap Pilkada serentak 2015 yakni, mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah belum sepenuhnya bebas dikarenakan yang bersangkutan masih menjalani bebas bersyarat. Hal tersebut berakibat pada penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2015, hingga saat ini masih belum terselesaikan. Kedua, Implementasi Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 menimbulkan konflik hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana menjadi pejabat publik atau pejabat politik yang pengangkatannya melalui elected officials yang terdapat dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Pemilihan DPR, DPD DPRD dan Pasal 5 huruf n Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut.  Bagi Pemerintah tujuan adanya hukum adalah agar terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan penulis, terlihat masih terdapat adanya masyarakat beragama islam di kabupaten Sampang, dalam menyelesaikan kasus perceraiannya masih menggunakan hukum agama islam. Perceraian adalah perbuatan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, karena perceraian itu sendiri hanya dapat dilakukan ketika adanya perkawinan. Negara mengadopsi sistem perkawinan hukum agama sebagai hukum positif sebagaimana pasal 2 (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, namun dalam perceraiannya sebagaimana pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 hukum Islam tidak diadopsi oleh hukum positif sebagai sumber hukum. Masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan dan perceraian boleh menggunakan hukum Islam bisa dirugikan. Hal ini mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan hukum agar terciptanya kemaslahatan masyarakat.
Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini penulis memberikan saran kepada pemerintahan terkait, agar menuinjau kembali pasal 39 (1) undang-undang perkawinan jo pasal 65 (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan dipersidangan. Penulis memberikan rumusan baru undang-undang yang tidak terlepas dari muatan Yuridis, Sosiologis, Filosofis, dengan bunyi: “perceraian sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kemudian secara cepat dibuktikan melalui Pengadilan Agama atas perceraiannya itu”. Dengan rumusan saran dari penulis diharapkan pihak yang dirugikan akibat adanya perceraian yang dilakukan dari perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan dapat membela hak-haknya karena akibat hukum dari perceraian terhitung sejak talak pertama kali di ikrarkan. Dengan demikian tujuan hukum untuk melindungi dan agar terciptanya kemaslahatan bisa terpenuhi.
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
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Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
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